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\V/\)

ABUMI

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan
kinerja  serta dalam upaya menggali dan
mengembangkan salah satu potensi bumi dan air
untuk kemakmuran rakyat, maka Peraturan Daerah
Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sukabumi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2006 sudah tidak
sesuai dengan perkembangan dewasa ini;



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Mengingat L

)

dimaksud dalam huruf a dan sebagai salah satu
sumber keuangan daerah agar dapat memberikan
kontribusi terhadap pendapatan asli daerah serta
dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan

Kepegawaian Perusahaan ah Air Minum, maka
perlu membentuk P Daerah tentang
Perusahaan Daerah Ai m Ti umi Wibawa;

<
or 17 un 1950 tentang

aéyah-D Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi ]ag@mun Jawa Tengah, dan

h
epublik Indonesia tanggal

Jawa Bar jta N
14 Agus 0); %
@\dan %mor 5 Tahun 1962 tentang
¢ an %rab (Lembaran Negara Republik
sia n 1962 Nomor 10, Tambahan
bara ara Republik Indonesia Nomor 2387);
@damg Nomor 17 Tahun 2003 tentang
e 5@% Negara (Lembaran Negara Republik
sia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
aran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang .........




6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan =~ Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nom %ahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengel dan ggung Jawab
Keuangan Negara ran ara Republik

Indonesia Tahu

66, Tambahan
4 gptblik In sia Nomor 4400);

Lembaran Negag

baran Negara Republik
Nomor 125, Tambahan
publik Indonesia Nomor 4437)
a kali diubah terakhir dengan

aha teJgh
%—Undaﬁ%Nomor 12 Tahun 2008 tentang
han @» a Atas Undang-Undang Nomor 32
un O’S& tang Pemerintahan Daerah (Lembaran

aublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

v

9. @turan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan  Kualitas Air dan Pengendalian
Q Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik
@ Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490);

11. Peraturan ......



11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

12. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah ¢ n Negara Republik
Indonesia Tahun 2Q0 om 39, Tambahan

Lembaran Negara R [ndon omor 4577);

13. Peraturan Penfefintal
an

%
omor ahun 2005 tentang

Pengelolaan K rah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia 2005 Nomor 140,
Tambaha barx ara Republik Indonesia

Dae @otamadya Daerah Tingkat II
i No 15 Tahun 1987 tentang Ketentuan-
k Kepegawaian Perusahaan Daerah
erah Tingkat II Sukabumi (Lembaran

amadya Daerah Tingkat II Sukabumi
Nomor 1 Seri B - 1);

15. g%\ran Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun

@ @ tentang Pengundangan Peraturan Perundang-
é undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun
Q 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota

@ Sukabumi Nomor 7);

@ 16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Nomor 4);

17. Peraturan ......



17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetuj
DEWAN PERWAKILA

UTU@N :

NTANG PERUSAHAAN
RTA BUMI WIBAWA.

@ @ KETENTUAN UMUM
%@ Pasal 1

g@ Da@eraturam Daerah ini yang dimaksud dengan :

@ Daerah adalah Kota Sukabumi.

7% @@ Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat

Menetapkan

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

4. Perusahaan Daerah adalah perusahaan daerah milik
Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan
kekayaan Daerah yang dipisahkan.

5. Perusahaan ......



5.
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Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa
yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Bumi Wibawa
adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang
pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air
minum  yang sebagian atau seluruh modalnya
dimiliki oleh Daerah, melalui penyertaan secara
langsung yang berasal darizkekayaan Daerah yang
dipisahkan.

tor M Tirta Bumi

ung nggung jawab

ita Bumi Wibawa

dengan alamaf dan gempat u yang jelas di mana
sebut melgkukan usahanya.

1aya3a@alah kantor PDAM Tirta

Cara langsung bertanggung
or Pusat PDAM Tirta Bumi

gala at dan tempat pelayanan yang

Kantor Cabang adalaf

antor Unit Pelayanan tersebut
anannya.

Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa.

1. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam

daftar skala gaji Pegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa.

. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan

istri/suami, dan anak.

. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-

tunjangan yang sah.



BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Nama Perusahaan Daera ah PDAM Tirta Bumi

Wibawa.
(2) PDAM Tirta Bu ;l! wa @ﬂliki lambang

&
Perusahaan Dagxq Fan ©dan arti lambang
ditetapkan le a at den atau berdasarkan

BAB III

@ g% ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN
é % Pasal 4
@ M Tirta Bumi Wibawa dalam melaksanakan kegiatan

aha berasaskan demokrasi pancasila dengan prinsip
ekonomi perusahaan.

Pasal 5

PDAM Tirta Bumi Wibawa didirikan dengan maksud dan
tujuan untuk :

a. mendorong ...........



a. mendorong  pertumbuhan  perekonomian  dan
pembangunan Daerah;

b. meningkatkan pelayanan terhadap penyediaan air
bersih dan/atau air minum;

c. meningkatkan produktivitas kinerja PDAM yang efektif

dan efisien; dan
d. sebagai salah satu sumber dapatan Asli Daerah
(PAD).
I @30
KEGIATAN USA@AM @TA BUMI WIBAWA

Bumi Wibawa meliputi :
. m air Is%ih dan/atau air minum melalui

An bes :@- erangkatnya;

bersih dan/atau air minum non

=)
]
=)

a yang sah sesuai dengan ketentuan
erundang-undangan.

é % Pasal 7
@ M Tirta Bumi Wibawa dalam melakukan kegiatan

aha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat
@ melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau pihak lain.
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BABV
MODAL
Pasal 8

Modal dasar PDAM Tirta Bumi WAibawa ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang Penye Modal.

S

ORI
Modal PDAM Tirta py¥mi ®ibawa d dimiliki oleh pihak
ketiga paling banyak #5%/(empat puluh lima persen) dari
total kekayaan PDAM Tirta Bu bawa.

@ BAB VII

KEWENANGAN KEPALA DAERAH
Pasal 11
Kepala Daerah memegang kekuasaan tertinggi dan segala
wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau

Dewan Pengawas.

Pasal12 ............
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Pasal 12

(1) Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemilik PDAM
Tirta Bumi Wibawa.

Pejabat yang ditunjuk
pemilik PDAM Tirta B,
dengan Keputusan Kepata

<
(3) Pihak yang rni I kuasa an hak substitusi
I pada>ayat (2) harus mendapat
persetujuan _ Kepala
i:

D untuk  mengambil
keputusan, @na @
b. % St dan%\n;biayaan jangka panjang;
c &j’ sam Tirta Bumi Wibawa dengan pihak
iga dal3

hal usaha sebagaimana dimaksud

tlga 8
dalanﬁ@a 6;
. E%@ an rencana kerja dan anggaran tahunan;
@ e@nggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan

g; pembubaran Perusahaan Daerah.

@ BAB VIII

‘2’ DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang

Pasal13 .........
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Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

a.

RE

melaksanakan = pengawasan, pengendalian, dan
pembinaan terhadap pen&n dan pengelolaan

PDAM Tirta Bumi Wibawa;

‘n sepada Kepala

tau (CHddlk diminta guna
pengembangan erbaikan/PDAM Tirta Bumi

Wibawa antara eng atan Direksi, program
kerja yang diajukan oleh si, rencana perubahan
y DAN Bumi Wibawa, rencana

:: dengan pihak lain;

memberikan pertimb
Daerah baik djmi

anY Publik untuk  melakukan
Q%PDAM Tirta Bumi Wibawa; dan

orporate plan), dan Rencana Bisnis dan
r@% AM Tirta Bumi Wibawa yang dibuat
irekgi pada Kepala Daerah untuk mendapat

AN

p@{%han.

Q Pasal 14

Pasal 13, Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

7% @@lam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

a.

menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirta
Bumi Wibawa;

menilai laporan triwulanan dan laporan tahunan yang
disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan

Kepala Daerah;

Cc. meminta ........



@)

1)
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meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan
pengembangan PDAM Tirta Bumi Wibawa; dan

mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara,
rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Kepala

Daerah. g

X ©
Dalam melaksang s a Wenangnya, Dewan
gungjawab k

Pengawas berta a Kepala Daerah.
Pertanggungjawaban De Pengawas dilakukan
secara tert ng Si tangani oleh Ketua dan

Anggot@> Pe@
Q@% % Pasal 16

mel&kSagakan tugas dan wewenangnya, Dewan
awa aktu-waktu dapat mengadakan rapat atas
rmin@tna Dewan Pengawas.
R bagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
0 etua Dewan Pengawas atau Anggota yang
itunjuk oleh Ketua Badan Pengawas dan dianggap sah

abila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua)
Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17
Rapat Anggota Dewan Pengawas dengan Direksi dapat

diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
atas undangan Ketua Dewan Pengawas.

(2) Apabila ..............
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(2) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas
dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas
undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan
Direksi.

Pasal&
(1) Dewan Pengawas wa]l laporan secara

berkala/ periodik k ada rah mengenai
pelaksanaan tugas @1 g se 6>(enam bulan.

(2) Dewan Penga‘@rapb empresentasikan hasil
pengawasannya apablla tu waktu diminta oleh
Kepala Da&@

0 @%sal 19

emb Eelancaran tugas Dewan Pengawas,

ar. gar dib ‘;fw sekretariat Dewan Pengawas yang

2 apka gan Keputusan Ketua Dewan Pengawas
sekaligus dalam pembentukan Dewan
% yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
9
é ( ekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
ada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga)
orang dan dibebankan pada anggaran PDAM Tirta
@ Bumi Wibawa.
(3) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan
efisiensi pembiayaan PDAM Tirta Bumi Wibawa.
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Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 20

Dewan Pengawas berasal dari pejabat Pemerintah Daerah,

(1) Untuk dapat diangkat @jadi anggota Dewan
Pengawas @em@rsyaratan :

a. me 1 ma en PDAM Tirta Bumi Wibawa;
b. a
C

kan ktu yang cukup untuk

Q%} anakak fygasnya; dan
teri ‘ ubungan keluarga dengan Kepala
@?aerah1 Kepala Daerah atau Dewan

yas, yang lain atau Direksi sampai derajat
satk menurut garis lurus maupun ke samping
menantu dan ipar.

@ Pasal 22

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan
berdasarkan jumlah pelanggan, dengan ketentuan :

a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah
pelanggan sampai dengan 30.000; dan

b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah
pelanggan di atas 30.000.

(2) Penentuan .......
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(2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas
efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan
keputusan.

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diangkat orang sebagai Ketua
merangkap Anggota dan g sebagai Sekretaris

merangkap Anggota.
oY,

1) Masa jabatan an ew engawas paling lama 3
] g P g
tiga) tahun dan dapat di kembali untuk 1 (satu
g p

kali masa j@ %

~
)

i anggota Dewan Pengawas

dimakstrd pada ayat (1), dibuktikan
ja melakukan pengawasan terhadap
ghaan tan Direksi dan kemampuan PDAM
u V bawa dalam meningkatkan kinerja

bersih dan/atau air minum kepada
@ Bagian Ketiga

Q Penghasilan dan Jasa Pengabdian

@ Pasal 24

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 25

Dalam hal PDAM Tirta Bumi Wibawa memperoleh
keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa
produksi secara proporsional.

Pasal 26 .........
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Pasal 26

Besarnya wuang jasa dan bagian dari jasa produksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25
ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan
kemampuan PDAM Tirta Bumi Wilawa.

NS
(1) Dewan Pengawas t uai®jasa pengabdian yang
besarnya diteta@ h K Daerah dengan

ole
memperhatikan mpL@ PDAM Tirta Bumi

Wibawa.
S 6N éerhentikan dengan hormat

a berakhir, mendapat uang jasa
sydrat telah menjalankan tugasnya
) tahun.

Q Bagian Keempat

@ Pemberhentian
@ Pasal 28

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :

a. masa jabatannya berakhir; dan

b. meninggal dunia.

(2) Anggota ..........
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(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :

a. permintaan sendiri;
b. reorganisasi;
c. kedudukan sebagai pejabatDaerah telah berakhir;

d. mencapai batas usia 65 ( uluh lima) tahun;
e. tidak dapat melaksa uga @
f.  melakukan tindaa g’ merugikan PDAM Tirta
E l>: &
di]

kan %atau bersikap  yang

ntingan Daerah atau

(3) Pember n ang @ Dewan Pengawas sebagaimana
diw@% da anyc( ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Q@@D Pasal 29

wan Pengawas yang melakukan perbuatan
itana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dan

emberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
itetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

@ Pasal 30

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian
sementara, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang
dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk
menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau
direhabilitasi.

(2) Apabila ........
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(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Kepala Daerah
belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.

(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) angggota Dewaiy Pengawas tidak hadir
tanpa alasan sah, yan angkutan dianggap
menerima hasil rapat.

anggota Dewan

(4) Apabila perbuatan y '
Pengawas m inda »‘5 dana yang telah

er
memperoleh keKuatan hukum tetdp, yang bersangkutan
diberhentikan de tidak at.

@@ﬁ?

agian Pertama

)
5
o

-

Tugas dan Wewenang

§ ;@Di ek@mpunyai tugas :
enyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan

pengawasan seluruh operasional PDAM Tirta Bumi

@ Wibawa;
b. membina pegawai;
c.

mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Bumi
Wibawa;
d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan
(business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Kepala
Daerah melalui usul Dewan Pengawas;

f. menyusun ......



«
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menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan
Anggaran PDAM Tirta Bumi Wibawa yang merupakan
penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis
(business plan/corporate plan) kepada Kepala Daerah
melalui Dewan Pengawas; dan

menyusun dan menyampaikan laporan seluruh
kegiatan PDAM Tirta Bumi Wi a.

1

<

Dalam melaksanak ebagai a dimaksud dalam

Pasal 31 Direksi me Al we@nang :

a. mengangka awai @M Tirta Bumi Wibawa
berdasarka turg gawaian PDAM Tirta Bumi
Wibawd deagan peuan Dewan Pengawas;

b. mep nikan PRegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa
b n perdttian kepegawaian PDAM Tirta Bumi

c. usun ssasi dan tata kerja PDAM Tirta Bumi

h.

—-

awa @g&m persetujuan Dewan Pengawas untuk
tetap h Kepala Daerah;
~mene an pegawai untuk menduduki jabatan di
b ireksi;
T

uar pengadilan;
enunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum

S

ili PDAM Tirta Bumi Wibawa di dalam dan di

ewakili PDAM Tirta Bumi Wibawa;

menandatangani laporan triwulanan dan laporan
tahunan;
menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik
PDAM Tirta Bumi Wibawa berdasarkan persetujuan
Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
melakukan  pinjaman, mengikatkan diri dalam
perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain
dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan
Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM
Tirta Bumi Wibawa.

Pasal 33 ......



(1) Dalam  melaksanakan tugas dan  wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32
Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
melalui Dewan Pengawas.

(2) Pertanggungjawaban Direksi \skbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaku, ara tertulis yang

ditandatangani oleh ang reks
O

Ragal 34

Untuk mendukung kelancar gelolaan PDAM Tirta
Bumi Wibawa, si d erikan dana representatif
paling banyak 7R>% (tuj th lima persen) dari jumlah
penghasilasi dal (satu) tahun.

A
(@%agian Kedua
@ @ Pengangkatan

%@ Pasal 35

s

¥

g@(l) [@ diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan

%engawas.
@ atas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM Tirta
Bumi Wibawa pada saat diangkat pertama kali berumur
paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

(3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM Tirta Bumi
Wibawa pada saat diangkat pertama kali berumur
paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

(4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan
berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 36........
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Pasal 36

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi diutamakan
memenuhi persyaratan :

a.

b.

%

©)

mempunyai pendidikan sarjana Strata 1 (5-1);

mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun
bagi yang berasal dari M atau mempunyai
pengalaman minima lima belas) tahun

mengelola perusahag iy n@an berasal dari

rat keterangan

a ‘c ebelumnya dengan

(referensi) daxi
penilaian baj
lulus pelatih ajemeg air minum di dalam atau
di luar negeri yang t erakreditasi dibuktikan
dengan gextifikat a i h;

dan an proposal mengenai visi
DA a Bumi Wibawa;

edid eke@p uh waktu;
%( teri @ ubungan keluarga dengan Kepala

aerahg W5k Kepala Daerah, Dewan Pengawas,
tau 51 lainnya sampai derajat ketiga menurut
garjs ‘ as atau ke samping termasuk menantu dan

7/

.

dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah.

g@ g@us uji kelayakan dan kepatutan yang
é@? Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(3) Apabila tidak terdapat calon Direksi yang memenuhi
seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Daerah dapat mengangkat Direksi sesuai
dengan kewenangannya sebagai wakil Daerah selaku
pemilik PDAM Tirta Bumi Wibawa.

Pasal37 ..........



Pasal 37

(1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah
pelanggan PDAM Tirta Bumi Wibawa, dengan

ketentuan :

a. 1 (satu) orang Direksi uk jumlah pelanggan
sampai dengan 30.000;

b. paling banyak 3 (tiga)(0yang ‘Difeksi untuk jumlah
pelanggan dari 30, sufipai d 100.000; dan

paling banyak orafig Dipeksi untuk jumlah
i 000. V

aimana dimaksud pada
1lakukan berdasarkan asas
nhgurusan dan pengelolaan

(3) Di %engan lah 1 (satu) orang sebagaimana
di dp yat (1) huruf a yang bersangkutan
k

<)

at s irektur.

d d pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang
e

g@ d anya diangkat sebagai Direktur Utama

rdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan
an kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah
erhadap seluruh Direksi.

@ (5) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(6) Pengangkatan ..........
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@)
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Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu
meningkatkan kinerja PDAM Tirta Bumi Wibawa dan
pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat
setiap tahun.

4]
)
=
&
=
)

T
~<
[S)
~
2.

Direksi dilarang mem :
<
a. jabatan s@? ata fungsional  pada

instansi/lem! emerintah Daerah;
b. anggota Direksi pada lainnya, BUMN, dan

badan was
j 3 n menimbulkan  benturan

@ Pasal 39

Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi,
pengangkatan Direksi baru masih dalam proses
penyelesaian, Kepala Daerah dapat
menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang
Pejabat Struktural PDAM Tirta Bumi Wibawa sebagai
pejabat sementara.

Pengangkatan = pejabat  sementara  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Daerah.

(3) Keputusan ......
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(3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
(4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilakukan pelantikan dan penimbﬂan sumpah jabatan.
Bagl*g
Penghasila gab @an Cuti
asal
(1) Penghasila si te 1 ga]1 dan tunjangan.
2 Dalam
p%%
(3) ya gn]angan, dan bagian dari jasa produksi

almlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
h Kepala Daerah setelah memperhatikan

tetap
% pend ewan Pengawas dan kemampuan dan/atau

@ gan PDAM Tirta Bumi Wibawa.

%umlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi,

AM ta Bum1 Wibawa memperoleh
/ Dl@ emperoleh bagian dari jasa

@

OQ

enghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai,

@ an biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 %

(empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan

@ realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang
lalu.

Pasal4l............
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Pasal 41

Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang
jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala
Daerah berdasarkan usul Dewan Pengawas dan

kemampuan dan/atau keuntyngan PDAM Tirta bumi
Wibawa. &

Direksi yang diberhent Heng ormat sebelum
\dypat kan uang jasa
pengabdian sebagai ud pada ayat (1)
dengan syarat ({€la enjala tugasnya paling

sedikit 1 (satu) ta @
ahs Jasa pe @n sebagaimana dimaksud
& e@é\é} idasarkan atas perhitungan
A era

agi masa jabatan dikalikan

@Mreksi eroleh hak cuti, meliputi :

cuti sakit;
. cuti karena alasan penting atau cuti untuk

menunaikan ibadah haj;
e. cutinikah;
f. cuti bersalin; dan
g. cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Bumi Wibawa.

Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f tetap
diberikan penghasilan penuh.

(3) Pelaksanaan .........
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(3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

@ 0
(1) Direksi berhenti : @

a. masaja ya b @dan
b. menin uni
2 Dir% en%n karena :
<:’Qaﬂn‘caa diri;

tindakan atau bersikap  yang
rtentangan dengan kepentingan Daerah atau

% Negara;
@ . mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.

(3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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Pasal 44

(1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 huruf c¢ dan huruf d,
diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul
Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan.

(2) Pemberhentian sementazg agal dimaksud pada
disertai dengan

la Da
dw bersangkutan.
(1) Paling la @ ulan sejak pemberhentian
D a
e

sement@e agai dimaksud dalam Pasal 44
De awas ukan sidang yang dihadiri oleh
(reéRsN Suntuk enetapkan yang bersangkutan
ibexheéntikan @ direhabilitasi.

P, %as melaporkan kepada Kepala Daerah

( %
@sﬂ sj sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
% seba an Kepala Daerah untuk memberhentikan

«

ada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah,

@ a@ ehabilitasi.
(3? Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud

ang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang

@ Dewan Pengawas.

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi
merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan
telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang
bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
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BAB X
KEPEGAWAIAN PDAM TIRTA BUMI WIBAWA
Pasal 46
Ketentuan kepegawaian PDA Tirta Bumi Wibawa

ditetapkan oleh Kepala Daera usul Direksi setelah
mendapat persetujuan Dewa

9]

Tirta Bumi Wibawa wajib
program  pensiun  yang
ana Pensiun PDAM Tirta Bumi
ensiun Lembaga Keuangan.

Q)

) pensiyfisébagaimana dimaksud pada ayat (1)

umb 1 PDAM Tirta Bumi Wibawa dan Direksi
% rta P PDAM Tirta Bumi Wibawa.
@ BAB XII

@ PERENCANAAN DAN PELAPORAN
@ Bagian Kesatu
Rencana Strategis Bisnis
Pasal 48
(1) Direksi wajib menyusun rencana strategis bisnis

(business plan/corporate plan) PDAM Tirta Bumi Wibawa
yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rancangan ...........
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(2) Rancangan rencana strategis bisnis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a. nilai dan harapan pemangku kepentingan
(stakeholder);

b. visi dan misi;
C. analisis kondisi internal * ternal;
d. sasaran dan inisiatif s
€. program5 11ma
f. proyeksi Keug
(3) Rancangan str blsrus (business

plan/corporate lan) yang te 1tandatangam bersama
Dewan Pen disa

n kepada Kepala Daerah
untuk men an pen

Baz n Kedua

0% 5
% Rex@a Bisnis dan Anggaran

@ Pasal 49

1re1< AM Tirta Bumi Wibawa wajib menyusun

blsnls dan anggaran PDAM Tirta Bumi Wibawa
g merupakan penjabaran tahunan dari rencana
(

<§>

trategls bisnis (business plan/corporate plan) sebagaimana
imaksud dalam Pasal 48 paling lambat 1 (satu) bulan
ebelum tahun buku berakhir.
@ 2) Rencana bisnis PDAM Tirta Bumi Wibawa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan;
dan

b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Kepala
Daerah.

(3) Rancangan ..........
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(3) Rancangan rencana bisnis dan anggaran PDAM Tirta
Bumi Wibawa yang telah ditandatangani bersama
Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah
untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal %
(1) Apabila sampai dengan g laan n buku, Kepala
Daerah tidak memb pengesa rencana bisnis
tj'

dan anggaran PD a quawa dinyatakan

berlaku.
(2) Perubahan rencana bisnis @ anggaran PDAM Tirta
lam buku yang bersangkutan

: i Kepala Daerah.
a brs

nis dan anggaran PDAM Tirta
aimana dimaksud pada ayat (2)
an Direksi.

g

Bagian Ketiga

Laporan Tahunan
Pasal 51

>Eaporam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Huruf

g terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.

(2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan
yang disampaikan kepada Dewan Pengawas setelah
diaudit oleh BPK, badan pemeriksa lainnya yang
ditetapkan oleh pemerintah atau Akuntan Publik.
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(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan
laporan manajemen yang ditandatangani bersama
Direksi dan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada
Kepala Daerah.

(4) Laporan tahunan sebagaimana
disampaikan paling lamba
setelah tahun buku PDAMT) ibawa ditutup

untuk disahkan olehK¢paly Da paling lambat
dalam kurun w t

(igd>guuh) hari setelah
diterima.
(5) Direksi menyebarluaska @ran tahunan melalui
media mas g lap t@B (lima belas) hari setelah
disahkan epalg s\g) .

eksi Dewan Pengawas yang tidak
ngani\Naporan tahunan sebagaimana

pac@yat (3) harus disebutkan alasannya

@ BAB XIII

g@ @ HARGA JUAL AIR PERPIPAAN

Q Pasal 52
@<§? Harga jual air perpipaan dan abonemen/beban tetap,

ditetapkan  dengan  Peraturan Kepala Daerah
berdasarkan usul Direksi, setelah disetujui oleh Dewan
Pengawas.

dimaksud pada ayat (3)
atus dua puluh) hari

(2) Harga jual air non perpipaan dan biaya lain ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah.

BABXIV.........
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BAB XIV

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 53

(1) Tahun buku PDAM Tirta i Wibawa disamakan
dengan tahun takwim.

(2) Laba bersih PDA Bum@ibawa setelah
dikurangi pajak y. disa Qleh Kepala Daerah
ditetapkan sebagaf be :

a. Bagian Laba untuk 55% (lima puluh lima
persen);

b. Cada ma belas persen);

c. Ca uju % (lima persen);

d

. sejah aal'10% (sepuluh persen);
e% oduks % (lima belas persen).
f tuan sebagaimana dimaksud pada
, huruf ¢, dan huruf d, dapat berubah

nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
anggaran berikutnya.

(5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua
Direksi dan Pegawai, perumahan Pegawai, kepentingan
sosial, dan lainnya.
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BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

Kepala Daerah atau Pejabat lai ditunjuk, melakukan
pembinaan dan pengawasan ::: rhadap PDAM Tirta

Bumi Wibawa.

7
@

@Q& BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

dan Pegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa yang telah ada
wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling
lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan
Daerah ini.

7% @ tentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai Organ

Pasal 57 ..............
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Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua
kekayaan/aset termasuk utang piptang PDAM Tirta Bumi
Wibawa menjadi kekayaan/aset Tirta Bumi Wibawa.

5 dh ini mulai berlaku, Peraturan
Suka i Nomor 5 Tahun 2002 tentang
r Minum Kota Sukabumi (Lembaran
002 Nomor 6 Seri D - 4) sebagaimana
gan Peraturan Daerah Kota Sukabumi

r 2 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan

rah ukabumi Nomor 5 Tahun 2002 tentang

erus Daerah Air Minum Kota Sukabumi (Lembaran

@Daer ta Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri D - 1),
é di®abut dan dinyatakan tidak berlaku.

@ @ Pasal 59

«

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi

Diundangkan di Sukabumi@

Pada tanggal 30 April '
5 1O
SEKRETAZ %RAH ré%A

LEM& ]@ KOTA SUKABUMI TAHUN 2009 NOMOR 3






